PUTUSAN

Nomor: 0004/11/KIP-DKI-PS-A/2024
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus

Sengketa Informasi Publik Nomor 0004/II/KIP-DKI-PS/2024 yang diajukan oleh:

AN
Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara {1.,_
Alamat : JI. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kotd Beka

Yang pada persidangan dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H., M.H.,§el ¢tua Umum
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selanjutnya disebut s¢ Kg ;

Terhadap

Nama : Suku Dinas Pertam .'u Hutan Kota Administrasi

{\‘*

Jakarta Timur

Alamat :JL. Jatinegara‘l “t"l 6.142, Kota Jakarta Timur
Yang pada persidangan diwakili olé oyada Siallagan, S.E., S.H., M.H., CTA,,
CITA., Kiki N Manungkalit, S.H,- istok Siallagan, S.H. CLA. selaku Penerima

Kuasa darl Ir. M. Fajar Sauri, M"Sﬁ dku Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Kuasa Nomor: e:-O()OI/I-IKs 06 tertanggal 07 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;
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2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Februari
2024 dan diregistrasi dengan Nomor: 0004/II/KIP-DKI-PS/2024;

Kronologi
[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat
permohonan informasi ~ publik kepada Termohon dengan  Nomor:
01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI/2023 tertanggal 15 November 2023
yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas
Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun I %&s

dimohonkan adalah Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa dengan @

maupun swakelola tahun anggaran 2023 oleh Pemohon yaitu: \T'&
Daftar Kuantitas dan harga; 1"-.,

a
b. Gambar Rancangan Pekerjaan;

e

Rencana Anggaran Biaya;

L=

Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mgmeqt
para pihak yang bertandatangan, nama dlrekmi@-p nili
nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak,qqln n'pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,
lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan; ﬁ:@e dana, jenis kontrak, serta ringkasan
perubahan kontrak; {l

Surat Perintah Mulai Kerja; - \,

Surat Pesanan E- purcha&%;—
Surat Perintah Memb&kr

o e

a Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti

RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2022
2
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[2.3] Bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi kepada Pemohon
melalui Surat Nomor: 2838/PN.01.01 pada tanggal 21 November 2023 dan diterima

pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak sesuainya jawaban
permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/SUDIN/PERTAMANAN
/JAKTIM/PKN/XI1/2023 pada tanggal 06 Desember 2023 dan diterima pada tanggal

yang sama oleh Jamaludin berdasarkan tanda terima surat;

[2.5] Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Pemohon mengajukan pennohéﬁ

S,

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKK
dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta _ iandeal yang
sama dan diberi Registrasi Nomor 0004/II/KIP-DKI-PS/2024; Y
[2.6] Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilaksanakan p;é!c}

%",
a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Se '5';%5

penyelesaian sengketa
informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

gustus 2025 dengan agenda

pemeriksaan awal (Legal Standing).di

b) Sidang Ajudikasi kedua pada JF:
e rads A
pemeriksaan awal (Legal Standifg) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
L

c) Mediasi pada hari Kam1§<‘27-1:$.

oleh Pemohon dan, 1{&:@1’1 1,

d) Mediasi pada ha‘llQK. tis, 28 Agustus 2025 dengan agenda Mediasi Ke- II

Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 16 September 2025 dengan agenda
‘:;BP flbuktian Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Q&,g' Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 dengan agenda

Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
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Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dalam perkara a guo dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan
pengawasan masyarakat atau sosial control dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara a quo Permohonan Informasi dan

Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum ",

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk 11&@&5

Sengketa Informasi Publik a quo yaitu Menyatakan Termohon telah salah ka:%a tidak
memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuKL’E\y ;
informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. \‘.‘-."_‘:"'r

v

B. Alat Bukti 4.“\'\'
Keterangan Pemohon .t\ /
[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan, P&&;hg menyampaikan keterangan
sebagai berikut: "k O
1. Bahwa Pemohon menyampaikan pe@q 1 informasi g quo untuk diperiksa

dan dipelajari lebih lanjut oleh“% sebagai informasi awal apakah
informasi @ quo terdapat 194{(\3191' enyelewengan anggaran tentang dokumen
kontrak pengadaan bar m jésa;

2. Bahwa Pemohon ! ikan Termohon tidak memberikan informasi yang

seharusnya dibﬁhp pada Pemohon sesuai Permohonan Informasi Pemohon;
3. Bahwa Pegg{&o enyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon

adal;hfiﬁégn-"‘ 1 yang terbuka;

wNe ohon menyampaikan perihal informasi a guo akan digunakan sebagai

stau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke
@ angan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke Penyidik
% Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan

proses persidangan sampai Incrach.
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Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1 | Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 292 K/TUN/KI/2025 pada
sidang Kasasi DPRD Karawang sebagai Pemohon Kasasi dan PKN
sebagai Termohon Kasasi;

Surat P-2 | Salinan Daftar 21(Dua puhluh satu) Putusan Komisi Informai dan
Pengadilan Tata Usaha Negaa dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat P-3 | Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/KI/2021 pada
sidang Kasasi PKN Sebagai Pemohon Kasasi dan Kadis Pendidikan
Provinsi Jawa Timur Termohon Kasasi

Surat P-4 | Salinan Permohonan Informasi Publik Nomor:
01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/X1/2023 tertanggal 13
November 2023

Surat P-5 | Salinan jawaban informasi Nomor: 2838/PN.01.01 pada tamggal™21
- -
November 2023 dan diterima pada tanggal 23 Novemlﬂi'"-, 3
berdasarkan tanda terima surat; _L%

Surat P-6 | Salinan surat keberatan karena tidak sesuainya jawaban per
informasi melalui surat Nomor: OI/SK-PI/SUDINL,..' AMANAN
/JAKTIM/PKN/XII/2023 pada tanggal 06 Desémber' 2073 dan diterima

pada tanggal yang sama oleh Jamaludin berc‘lﬁé}lgaﬁ nda terima surat;

Surat P-7 | Salinan Kartu Tanda Penduduk atas namaw ihotang, S.H. dengan
NIK: 3175070707640005 selaku Ketda,um KN

Surat P-8 | Salinan akta tentang Pengesahan P i;l'm
Pemantau Keuangan Negara N
2015 tertanggal 09 Novemb

Daud, S.H., M.H. selakulPh.

Umum ‘,..."\1'-

adan Hukum Perkumpulan
U-0014646.AH.01.07.TAHUN
itandatangani oleh DR. Aidir Amin
wrektur Jendral Administrasi Hukum

Surat P-9 | Salinan akta tent juan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Pemantau Keuang gara Nomor: AHU-0000042.AH.01.08. TAHUN
2020 tertan anuari 2020 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian
Muzhar; S . selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum

Surat P-10 | Sal} 'ﬁar aran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
Pem euangan Negara

Surat P-11 ..&Ths at Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor:
7 “‘\;PP /PKN/II/2024 ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H., M.H. Selaku
-‘-‘\  Ketua Umum PKN tertanggal 13 Februari 2024

H' - -
sebagai berikut:
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L.

Bahwa Termohon menganggap permohonan yang diajukan Pemohon bersifat
umum dan tidak spesifik, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci
mengenai tujuan penggunaan informasi tersebut;

Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap di
persidangan, maka penting bagi Termohon untuk menyampaikan hal-hal yang
relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai
pertimbangan Majelis Komisioner dalam memberikan putusan;

Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Komisioner dapat
mempertimbangkan dalil-dalil Termohon dan menolak Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon;

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: ",

Surat T-1

Salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor 01%
/PERTAMANAN /JAKTIM /PKN /X1 /2023 tanggal 13 Nove&ﬁ 23;

Surat T-2

Salinan jawaban informasi Nomor: 2838/PN.01.01 pada gal 21
November 2023 dan diterima pada tanggal 23 Novemberf0 rdasarkan
tanda terima surat; Ay

Surat T-3

Salinan surat keberatan karena tidak sesuainya‘jéiig permohonan
informasi melalui surat Nomor: 01/SK-Pi/S{D PERTAMANAN
[JAKTIM/PKN/XI1/2023 pada tanggal 06 r 2023 dan diterima
pada tanggal yang sama berdasarkan tandazéﬁ

Surat T-4

Salinan Surat Permohonan Penyeleshian Sengketa Informasi Publik
Pemohon Nomor: PPSI/PKN/I1/2024"ftapggal 13 Februari 2024;

Surat T-5

Surat T-6

Surat T-7

Salinan Peraturan Gubernur Pra{h‘@i" I Jakarta Nomor 40 tahun 2024
tentang Pedoman Pengel clayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi; Ii:'\

Salinan Keputusan Guberaur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2025
tentang Struktur Pen elo Layanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pejabat Pengelolafm Infermasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat
Dokumentasi Pelaksana;
Salinan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor
OllmP/@ 18 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian
Seng % ‘masi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-
sm]g@ [tikad Baik;
thﬁi;a?%raturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur
“Pettyelesaian Sengketa Informasi Publik;
/P/%.{{nan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informastika dan Stastistik
rovinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota tahun
2024;
Salinan Putusan Nomor 281/G/K1/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Oktober
2024 antara Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (AP1J) melawan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
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Surat T-11

Salinan Putusan Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.J KT tanggal 4 September
2025 antara Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur melawan Tri
Gunawan Susanto Lumbon Gaol;

Surat T-12

Salinan Daftar Informasi Publik PPID DInas Pertamana Dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta Nomor register 0004/1I/KIP-DKI-PS/2024

Surat T-13

Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ir. M. Fajar Sauri, M.Si. selaku
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tertanggal 7 Agustus
2025

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 20

Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai beri "‘t":"%:f"?

Bahwa Berdasarkan Perki 1 Tahun 2013 Pa z?‘i.’a

(1) Para pihak dapat menyampaikan k@u
Bahwa Atas dasar tersebut kanii

-
1.LEGAL STANDING @3

Di Jakarta

KESIMPULAN PADA SENGKETA INFORMASI "'-S‘

Register Nomor 004/1I/KIP-DKI-PS/2024

)

baik secara lisan maupun tertulis

nyampaikan Kesimpulan :

P

Bahwa perkumpulan &l Keuangan negara adalah Organisasi Masyarakat yang

berbadan hukum-$
AHU-0001813. :
oY
-bardng dan jasa dan laporan perjalanan dinas yang mana menurut Perki 1
t asal 15 ayat 9 menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pengadaan
tg”;}_lg an jasa adalah informasi terbuka .

Y
2.Bahwa'ln

pen g

gan Akte Pendirian dan SK Menkumham AHU NOMOR
.TAHUN 2024

{ yang di mohonkan PKN adalah Informasi atau dokumen

<\§'. ahwa Para kuasa termohon pada saat persidangan telah menyatakan bahwa
Informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh PKN adalah di kuasai dan terbuka
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untuk umum atau tidak di kecualikan , sehingga oleh majelis di lanjutkan ke Tahap
Mediasi .

4 Bahwa pada saat mediasi para termohon akan memberikan Informasi yang diminta
PKN namun hanya dalam bentuk Rekapitulasi , sehingga PKN menolak karena
bertentangan dengan Pasal 2 UU No 14 Tahun 2008 .

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publik.

Dan Pasal 14 Perki 1 tahun 2021
Pasal 14
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

Yang arti nya Badan public wajib memberikan semua nya dan Pemohon yang
berkewajiban untuk biaya penggandaan ( Foto Copy ) 4.\

2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

0001813.AH.01.08.TAHUN 2024 yang telah terdaftar (e w' brikti persyaratan
dalam permohonan informasi publik )} sehingga masw dalam kategori
masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/20184@1@ Huan perkumpulannya
sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah mé ﬂ‘;ﬁﬁ semerintah melakukan upaya-
upaya di bidang pencegahan dan pemberant indedk pidana korupsi. Oleh karena
itulah Termohon Keberatan dapat menjal 'fpfigsi peran serta masyarakat dalam
mencegah tindak pidana korupsi sebagaimariaasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Bahwa Pemohon Informasi dapqt_j;}nj alankan fungsi peran serta masyarakat dalam
mencegah tindak pidana kortpSissgbagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka
pemohon Informasi juga netnilii hak mencari dan hak memperoleh informasi
sebagaimana Pasal 2.4 7af a PP 43/2018 di mana cara mencari dan
memperoleh inforn}ak,'él)a dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada
pejabat yang berwgﬁ@n pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2

PP 43/2018; ”ﬁi‘,“

Meni ang} wa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon

ah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan

ran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau

i‘g& awasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah
“diatnanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan

memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang di mohonkan .
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1.Bahwa pada permohonan Informasi kepada badan Publik yang PKN mohonkan
adalah Informasi dokumen pengadaan barang dan jasa , Bahwa Pemantau keuangan
negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan
yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada
persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN ) Pemohon melawan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6
halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI1/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan
Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM terpanggil berperan serta untuk mengabdi kepada negara melalui peran
serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang
bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan™-
makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan E){
adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanak
tyuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi nies
informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

g g *--..}

-

Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ten?@

informasi Puiblik ini memiliki tujuan yang jelas atau niemiliki rélevansi dengan
tujuan permohonan. ey

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah
Sekretaris Kota Palembang Melawan Pems
Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/

N

Menimbang, bahwa terhadap alasaﬁ and<asasi tersebut
illey,

ada persidangan Kasasi
dngan negara dengan Putusan

Mahkamah Agung berpendap%as ptalasan tersebut dapat dibenarkan,

perkumpulan yaitu@ ftu pemerintah dalam mewujudkan

N

pemerintahan be
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2. INFORMASI YANG DIMOHONKAN PEMOHOAN ADALAH INFORMASI
TERBUKA

Bahwa Informasi yang dimohonkan PKN adalah
a.Dokumen Kontrak kerja
b.Perjalanan Dinas

bahwa berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 14 Ayat I dikatakan bahwa Informasi
Dokumen kontrak atau pengadaan jasa adalah Informasi terbuka dan pasal 15 ayat 9

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi pengadaan barang dan jasa
adalah :

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf 1 paling sedikit terdiri atas: ™

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). 4.\

b. tahap pemilihan, meliputi: Q

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); \"a.l"_:-.,
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 1-;.\

3. Spesifikasi Teknis; QA#\'

4. Rancangan Kontrak; xt:_\

.
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembqgé}‘a alifikasi;

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihe g mbar Data Pemilihan;
._-1

N

8. Jadwal pelaksanaan dan data%f:'@'

7. Daftar Kuantitas dan Harga;

9. Gambar Rancangan Pei

10. Dokumen Studi,&@

tual Kementerian Hukum dan
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
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15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ);

20. Surat Perjanjian Kemitraan;

21. Surat Perjanjian Swakelola;

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;

23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani
beserta Perubahan Kontrak yang tidak

mengandung informasi yang dikecualikan;

7.
@r Pesanan E-purchasing;

¢'Surat Perintah Membayar;
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10. Surat Perintah Pencairan Dana;

11. Laporan PelaksanaanPekerjaan;

12. Laporan PenyelesaianPekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Bahwa Berdasarkan

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor

1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/TX/2024, tanggal 11 September 2024; "

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor
148/G/K1/2024/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2024; Q-..
vt

3. Putusan Mahkamah agung Nomor 292 K/TUN/K1/2025

kecualikan atau terbuka untuk umum . sehingga dengan dem Sh

dengan pasal pasal 11 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 yan@ yatakan

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka b@‘gﬁ asyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan 1._\_

dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana.di
Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Pui'

Informasi Publik. {1

ud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan
g dapat diakses oleh Pengguna

Sehingga dengan demikian Infor Publik yang dimohonkan pemohon adalah

Informasi terbuka

Bahwa Pemohon Pe aur K€uangan negara sudah bersidang hampir 100 kali di
Komisi Informasi da& i 40 Kali bersidang di PTUN di seluruh Indonesia dan 19
Kali menglkutl P Kasasi di Mahkamah agung dan kami Pemohon PKN di
kabulkan ata;; gkan ,Fakta dan bukti Persidangan kasasi dimahkamah agung
j Legal standing dan Informasi yang yang dimohon sangat relepan

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KABULKAN KASASIPEMANTAU
GAN NEGARA SEBAGAI PEMOHON INFORMASI KE BADAN PUBLIK

12
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S

NO | Nama Badan Putusan Komisi Informasi Putusan PTUN Putusan Mahkamah keter
Publik Agung
1 Kades Sunsang 02/XI/KIPROV-LPG-PS- 14/G/K1/2021/PTUN.BL S01K/TUN/KI/2021 | PKN
,Way kanan A/2021 meng
2 Sekdakab 015/1V/KI-Provsulut- 35/G/K1/2022/PTUN.MDO
Minahasa Utara PS1/2022
3 Sekda Provinsi 005, 006,007/KIKALBAR- | 5/G/KI/2022/PTUN.PTK 594 K/TUN/K1/2022 | PKN
Kalimantan barat PS/2021
Men:
4 Bupati Kotim 011/X1I/KI- Kalteng-PS- 20/G/KI1/2021/PTUN.PLK; 469 K/TUN/KI1/2021 | PKN
kalteng Af2020; Men:
5 Bupati Kotim 012/X11/KI-kalteng-PS- 18/G/K1/2021/PTUN.PLK 44K/TUN/K1/2022 PKN
Kalteng A/2020 ", mene
D
6 Bupati Kotim 013/XII/KI-Kalteng-PS- 21/G/K1/2021/PTUN.PLK i’:" /K1/2022 PKN
. .
Kalteng A/2020 { 1.',.""1;-\ Men:
7 Kades Cihampelas | 1168/PTSN-MK.PA/KI- 29/G/K1/2022/PTUN ﬁz&l “537K/TUN/K1/2022 | PKN
Kades Sukagalih JBR/2022 ‘.‘-."_l:"'r menz
Kades Mekar Putusan peninjauan
mukti Kembali PK
Raies 98PK/TUN/KI/2023
Pananggapan
8 Ketua Pengadilan 45/1/KI-PROV-JATIM-PS<, <3 491K/TUN/KI/2023 | PKN
Tata usaha Negara | A/2023 "{\ menz
PTUN Surabaya "":"'
- k_,
9 | Kadis Pendidikan 168/I/KI—PROV;¢¢M—_ - | 16G/K1/2021/PTUN SBY 395K/TUN/K1/2021 | PKN
jawa barat A/2021 \ Men:
oy
10 | Bupati Enrekang 022.0{’)33{‘.‘0 03/G/K1/2020/PTUN MKS 136 K/TUN/KI/2021 | PKN
4 Men:
7
3
11 | Sekretaris daerah "‘\! 00 1/FTS-A/VI1/2023 54/G/K1/2023/PTUN.SMG 159 K/TUN/KI1/2024 | PKN
Kudus ,.-: mene
; K\ /
12 Ka(i?/s-ﬁg'@/ 026/PTS-A/X/2022 97/G/K1/2022/PTUN.SMG | 285 K/TUN/KI/2023 | PKN
\ mene
/ iy, 4
13 N@s £emplak 023/PTS-A/X/2022 94/G/KI1/2022/PTUN.SMG 279 K/TUN/KI/2023 | PKN
"ﬁh menz
N
TR /Kades Undaan 025/PTS-A/X/2022, 96/G/K1/2022/PTUN.SMG 270 K/TUN/KI/2023 | PKN
:” Tengah mene

13
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15 | Kades Undaan Lor | 022/PTS-A/X/2022 93/G/K1/2022/PTUN.SMG | 262 K/TUN/KI/2023 | PKN
mene
16 | Kades Undaan 024/PTS-A/X/2022 95/G/K1/2022/PTUN.SMG 241 K/TUN/K1/2023 | PKN
Kidul mene
17 | Sekretaris Kota 005/VI/KIPPROV.SUMSEL- | 230/G/K1/2022/PTUN.PLG | 627 K/TUN/KI1/2022 | PKN
palembang PS-A/2022 Men:
18 | Sekretaris Kota 006/VI/KIPPROV.SUMSEL- | 224/G/K1/2022/PTUN .PLG | 630K/TUN/KI1/2022 | PKN
palembang PS-A/2022
Men:
19 | Sekretaris Kota 004/VI/KIPPROV.SUMSEL- | 229/G/KI1/2022/PTUN.PLG, | 628 K/TUN/K1/2022 | PKN
Palembang PS-A/2022 Men:
20 | Ketua Komisi 007/VIII/KIP-DKI-PS- 32G/G/K1/2023/PTUN/BDG | 478/TUN/K1/2023 PKN
Informasi Jawa A2022 "u
| Men:
barat &-1\..3?>
4
21 | DPRD Kab 1458/PTSN/I1 IBR/2024 148/G/K1/2024/PTUN BDG 22%_ /K1/2025 PKN
Karawang J."-."'\‘:r\ Men:
22 | Inspektorat Kab 1470/PFSN-MK.MA/ KI- 155/G/K1/2024/PTIUN- 1507 K/TUN/K1/2025 | PKN
karawang JBR/IX/2024 \‘\; menz

Daftar Putusan dengan Pemantau Keuangan negara Sebagai
no 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Informasi Publi&n
bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberat.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal @

Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pé&

ormasi Publik.

OHON sesuai UU
elah dinyatakan terbuka

tau penyelesaian sengketa
Pasal 50 dinyatakan sebagai

Sebagai Bukti Bahwa Informasi Peng d&'b ang dan jasa dan LPJ perjalanan dinas
%s R

dan Pemohon PKN memiliki Legq&’l
memiliki relevansi dengan tujualf_‘pq

seluruh Badan Publik.

11.Bahwa Berdasark
Undang-Undang ini
a. menjamin hak w.

program kebij

pengambilan s

%‘i

untuk:

g dan memiliki tujuan yang jelas atau
onan dalam meminta informasi public ke

a untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
ik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
putusan publik;

1 peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
adan Publik yang baik;

f”mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
¢. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
14
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untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bahwa berdasarkan Pasal dan regulasi ini seharusnya dan wajibnya Badan Publik
memberikan secara sukarela informasi yang di mohonkan masyarakat . tidak harus
melalui persidangan yang melelahkan dan mengeluarkan banyak materi dan tenaga dan
waktu .

12.Bahwa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN
maupun Mahkamah agung kami gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam
melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah
banyak kami laporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian ,Kejaksaan dan KPK
dan sudah banyak masuk penyidikan dan P21 dan Proses persidangan sampai Incrach ,
dan dari hasil Persidangan yang sudah berkekuatan tetap Kami Pemohon telah di
berikan Banyak penghargaan dari Pemerintah melalui Kapolri antara lain Piagam
Penghargaan dan Pin Penghargaan dan PKN sedang mengajukan Premi yang dlambll
dari Kerugian Negara yang di sita . _
Untuk lebih jelas nya kegiatan laporan korupsi dan sudah berapa pejabat dan penye‘%
jasa dan para kades masuk penjara karena laporan kami PKN bisa di lihat di w{h
PKN www.pknri.com \
vt

Demikian Kesimpulan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan keKY lis
1

Komisioner dalam memeriksa dan memutuskan sengeketa Inform
Bekasi Tanggal 30 OKTOBER 2025 . ,{;\
SALAM ANTI KORUPSI

Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon mq@%ﬂp #an kesimpulan tertulis pada tanggal 21
Oktober 2025, dalam proses persida@d pat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

Nomor OOSISDPHK/JKJ)Q? 21 Oktober 2025
Sifat -
Lampiran : - Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual
Jalan Awaludin Il Nomor 17,
Jakarta Pusat

15
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Up.: Majelis Komisioner Sengketa
Informasi

Dengan hormat,

Mengawali kesimpulan ini, kiranya patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga bisa
melalui proses persidangan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis
Komisioner Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam
memeriksa perkara aquo, dan juga Para Kuasa Hukum masing-masing pihak yang
telah mengikuti proses persidangan ini dengan baik dan lancar. Semoga proses yang
telah dijalani ini dapat memberikan manfaat besar kepada masing-masing pihak.

Sebelum kami menyampaikan pada pokok Kesimpulan, perkenankan kami selaku
Kuasa Hukum TERMOHON Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota
Administrasi Jakarta Timur, menegaskan beberapa hal sebagai berikut: "

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Tanggapan Tert 1
0004 tertanggal 19 Agustus 2025 dan Bukti Termohon Oﬂgltte
Oktober 2025 mohon dianggap sebagai suatu kesatuan%n
terpisahkan dari Kesimpulan ini; ’L.,

2. Bahwa TERMOHON berpegang teguh pada d&fﬁi
TERMOHON pada Tanggapan Tertulis TermohoRi O Z
2025 dan menolak Permohonan PEMOHON\"I&E&
jelas diakui kebenarannya oleh TERMQ

3. Bahwa hal-hal yang terungkap selama "rs
secara tegas dibantah kebenarann@le
merupakan fakta persidangan; {\L_ '

4. Bahwa setelah mencermati.selufuh"ddlil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap
di persidangan, maka per ??g,b I kami untuk menyampaikan hal-hal yang
relevan serta memiliki.{q\%‘ ng kuat sehingga dapat digunakan sebagai
pertimbangan Majelis{l&&tj‘f oner dalam memberikan putusan.

S

o
Dengan demikian; m{@l.u esimpulan ini kami mohon kepada Majelis Komisioner
agar menggunalf@\",f a-fakta persidangan, ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan},p an, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum

i
member; qﬁ?sg n pada perkara aquo.

| yang secara tegas dan

gan atau setidak-tidaknya tidak
ERMOHON, maka hal tersebut

Duduk Perkara
1. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik agquo dengan
Register Sengketa 0004/II/KIP-DKI-PS/2024 diajukan oleh Pemantau
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Tentang Bukti Surat _
5. Bahwa dalam proses persidangta:\ MOHON telah menyerahkan alat
.

b

Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon, terhadap Suku Dinas
Pertamanan dan Hutan Kota-Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai
Termohon, karena Termohon dianggap menolak memberikan informasi
publik yang dimohonkan oleh Pemohon melalui surat pada 15 November
2023;

Bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah dokumen kontrak dan
lampirannya (seperti Daftar Kuantitas dan Harga, Gambar Rancangan
Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya, Ringkasan Kontrak, dll) pada
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;

Bahwa Atas permohonan tersebut, Termohon mengirimkan Surat
Klarifikasi dan Konfirmasi pada 21 November 2023, yang isinya
mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan melalui laman
PPID. Namun Pemohon justru menganggap bahwa jawaban Termohon
tersebut sebagai penolakan dan telah mengajukan surat keberatan kepada
Atasan PPID pada 6 Desember 2023, sampai pada akhirnya men %f
permohonan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;{'\L_

Ey

Bahwa dalam hal ini, Termohon mengajukan keberatan dgs& alasan
utama bahwa Termohon adalah salah subjek hukum {

Dinas sebagai Atasan PPID), Pemohon tidak’,me ti prosedur
permohonan informasi publik yang benar g (tidak,” melalui PPID
Utama/Atasan PPID Pelaksana), informasi ya ‘Qﬂn

dikecualikan (rahasia dagang), dan Pemo_bqgt ak’memiliki kepentingan
langsung serta signifikan atas informasi x\hag i

S

bukti surat kepada Majelis K r, sebagai berikut:

5.1. Bukti T0004-1 ad{%b rat permohonan informasi publik dari
Pemantau Keu@hg}a egara (PKN) tanggal 13 November 2023.
Keteranganqg'a'njrhe atakan bahwa permohonan ini bersifat umum
dan tidak é.é tidak menjelaskan tujuan penggunaan informasi,

si dengan tugas Pemohon, atau dampak jika

alasa
infﬂiﬁ f{dak diberikan, sehingga Termohon memohon agar
>henan ditolak karena tidak memenuhi syarat substantif, yaitu

.1 danya kepentingan langsung dan signifikan. Informasi yang

s """'-a )
# . djfiohonkan adalah dokumen kontrak dan lampirannya untuk
.'.,\ engadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, termasuk
- /

Daftar Kuantitas dan Harga, Rencana Anggaran Biaya, dan
Ringkasan Kontrak;

5.2. Bukti T0004-2 adalah Surat Klarifikasi dan Konfirmasi Termohon
Nomor 2838/PN.01.01 tanggal 21 November 2023. Dalam surat
tersebut, Termohon menyampaikan bahwa seluruh kegiatan telah
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8.3:

5.4.

2:,

5.6.

B.7

dilaksanakan sesuai ketentuan dan diawasi oleh pihak-pihak
seperti Kejaksaan Tinggi dan APIP. Termohon juga mengarahkan
Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi pada laman
https./ppid.jakarta.co.id sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta,

Bukti T0004-3 adalah Surat No.01/SK-
PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI1/2023 tanggal 6
Desember 2023, Surat Keberatan yang diajukan cleh Pemohon,
karena Pemohon menganggap surat jawaban Termohon (Bukti
T0O004-2) sebagai penolakan atas permohonan informasi publik;

Bukti T0004-4 adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Pemohon tanggal Februari 2024. Keterangannya
menegaskan bahwa Pemohon telah salah menarik pihak, karena
yang seharusnya menjadi Termohon adalah Kepala Dinaf
Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan
PPID. Pemohon seharusnya mengajukan keberatan Kp?p;ag

N

Atasan PPID sebelum mengajukan sengketa ke Komisi in

Bukti T0004-5 adalah Peraturan Gubernur Provin D.QI Jakarta
Nomor 40 Tahun 2024. Bukti ini memperkuat dati T ONn bahwa
permohonan informasi publik harus dlsampal %)

Daerah melalui PPID dan seharusnya l' epada PPID
Utama/Atasan PPID Pelaksana (Dina y

Kota) dengan mengisi formulir Perm \

Bukti T0O004-6 adalah Kep tt&\ubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 82 Tahun 28 I%u ini mendukung dalil bahwa
permohonan yang ditugslg_ Jkepada Suku Dinas Pertamanan dan
Hutan Kota (unit ¢

Atasan PPID Peh@a Z, yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jé'ﬁ'rt,

Ny
427 adalah Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor
/2018 Tentang Prosedur Penghentlan Proses

hukum Komisi Informasi tidak wajib menanggapi
ermohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Bukti T0004-8 adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik. Bukti ini
secara spesifik menggolongkan Permohonan dalam jumlah
besar sekaligus—yang menyebabkan pengalihan sumber daya
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dan beban kerja masif pada Termohon—sebagai bentuk
permohonan yang tidak dilakukan dengan itikad baik (vexatious
request). Dengan demikian, Komisi Informasi tidak wajib
menanggapi permohonan tersebut dan berwenang untuk
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)
dan/atau menghentikan proses penyelesaian sengketa;

5.9. Bukti T0004-9 adalah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun
2024. Bukti ini ini digunakan untuk mendukung dalil Termohon 0004
bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan
informasi yang dikecualikan, karena jika dibuka dapat merugikan
kepentingan Termohon 0004 dan/atau kepentingan publik,
sehingga tidak wajib untuk dipublikasikan; .

4 L
5.10. Bukti  T0004-10  adalah Salinan Putusan {'\LN or

281/G/K1/2024/PTUN.JKT Tanggal 28 Oktob%gt tara
Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya elawan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakart}Bv ni sebagai
yurisprudensi untuk mendukung dalil Salah, Pi Kewenangan
Termohon) dan Permohonan Tidak Wa@" atious Request)
yang diajukan Termohon 0004; Q

5.11. Bukti T0004-11 adalah x:&} n Putusan Nomor
186/G/KI/2025/PTUN.JKT T 4 eptember 2025 antara Suku
Dinas Sumber Daya Air Ka%_‘ nistrasi Jakarta Timur melawan
Tri Gunawan SusantoLu n“ﬂqon aol. Bukti ini sebagai yurisprudensi
untuk memperkuat d% wia informasi yang dimohonkan dalam
perkara a qua al ihformasi yang dikecualikan atau telah
diklasifikasika n benar;

%

@
5.12. Bukti T Té? adalah Daftar Informasi Publik PPID Dinas
Perta an dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor Register
G&I -DKI-PS/2024. Bukti ini memperkuat dalil Termohon
ahwa informasi yang dimohonkan Pemohon telah

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum yang telah diuraikan dalam
Tanggapan Tertulis tertanggal 19 Agustus 2025 dan Bukti-bukti Termohon
(TOO04) yang telah diajukan dalam persidangan, Termohon 0004 memohon
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kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk
mempertimbangkan kesimpulan berikut:

Kesalahan Prosedur dan Subjek Hukum Sengketa (Non-Kompetensi

Absolut)

6.1. Bahwa Termohon 0004 berpendapat bahwa permohonan
penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon
tidak dapat diterima karena adanya kesalahan dalam subjek
hukum dan prosedur permohonan sengketa informasi, yang
bersifat esensial dan formal.

a. Salah Tarik Pihak (Subjek Hukum): Pihak yang seharusnya
menjadi Termohon dalam sengketa informasi adalah atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pemohon telah salah menarik pihak karena seharusnya
menunjuk Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta selaku atasan PPID, bukan Iangsqug.'
kepada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota&é{a
Administrasi Jakarta Timur (Termohon 0004); L

b. Tidak Mengikuti Prosedur Keberatan: dur
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi t@ tahap
ajudikasi non-litigasi setelah proses kebeia}?h | internal
badan publik tidak mencapai kesepakatan... ohon wajib
mengajukan keberatan kepada atasa;ivﬁ’v erlebih dahulu;
jika ditolak, barulah sengketa dﬁ‘q ijukan ke Komisi
Informasi dengan menunjuk at.‘i&i: PID sebagai Termohon.
Pemohon telah langsung meQ-ﬂjp ermohon, bukan Kepala

oy

Dinas selaku atasan PPI%‘:—-
"._.

Ketidakpatuhan Pemohon ter@ rosedur Permintaan Informasi
Publik % Ay
6.2. Bahwa Permohon ﬂDe on patut dihentikan karena Pemohon
tidak mengikuti.p‘hqée r permohonan informasi publik yang telah
ditetapkan cﬂe\itb aturan perundang-undangan di lingkungan
0

Pemerintal jrisi !
a. P 1 ian Permohonan yang Salah: Permohonan

i si publik wajib disampaikan kepada Perangkat

:Céa ah/Unit Kerja Perangkat Daerah melalui Pejabat
K\ engelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Pasal 31
Ayat (1) Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2024);
. Wajib Melalui Atasan PPID Pelaksana: Permohonan yang
ditujukan kepada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota-
Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagai unit pelaksana
teknis) wajib disampaikan melalui Atasan PPID Pelaksana,
yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta, bukan langsung kepada Termohon sebagai unit
pelaksana;

oy
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Informasi yang Diminta Termasuk Kategori Infor
Dikecualikan
6.3.

c. Tidak Mengisi Formulir. Pemohon seharusnya mengajukan
permohonan informasi publik kepada PPID Utama/Atasan
PPID Pelaksana dengan cara melakukan pengisian formulir
Permintaan Informasi Publik terlebih dahulu, bukan
langsung mengirimkan surat permohonan kepada Termohon.
Prosedur yang benar adalah PPID Utama memproses dan
mendisposisikan ke PPID Pelaksana untuk menyiapkan
informasi, dan PPID Utama yang menyampaikan jawaban
resmi kepada Pemohon;

d. Termohon Telah Menganjurkan Prosedur yang Benar:
Termohon telah memberikan jawaban berupa Klarifikasi dan
Konfirmasi (Surat No. 2838/PN.01.01 Tanggal 21 November
2023, Bukti TO004-2), dan mengarahkan Pemohon untuk
mengajukan permohonan informasi pada laman
https./ppid.jakarta.co.id sesuai ketentuan. Pernyataag
Pemohon yang menganggap surat Termohon seb
penolakan adalah tidak benar. \

Bahwa meskipun mendukung prinsip keterb a\i
menyatakan bahwa beberapa informasi ya &m
termasuk dalam kategori mforma5| dikecualikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 \g ndang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnferm 'i ublik (UU KIP).

a. Permintaan informasi ter ai kumen Kontrak dan
Lampirannya pada Perigadéan. Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2023, memu.;%s ang berkaitan dengan rahasia
dagang, seperti qu;ﬂd‘( iteknis atau formula, yang bersifat
rahasia.

b. Pembukaan
menggang tingan perlindungan hak atas kekayaan
mtelekt dz rlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Permc:ohot.’}‘9 emiliki Kepentingan Langsung dan Signifikan

( Vexatioy

6.4

a. Permohonan informasi publik Pemohon (Surat No.
01/PI/SUDIN/PERTAMANAN/JAKTIM/PKN/XI/2023) bersifat
umum dan tidak spesifik.

b. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci: Tujuan penggunaan
informasi tersebut, Alasan mengapa informasi tersebut
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relevan dengan tugas, fungsi, atau program yang dijalankan
oleh Pemohon, Dampak jika informasi tersebut tidak diberikan.

c. Ketiadaan penjelasan menunjukkan permohonan Pemohon
hanyalah permintaan informasi secara umum, tanpa kaitan
langsung dengan kepentingan spesifik yang dilindungi oleh UU
KIP.

d. Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai
permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh,
dikenal sebagai vexatious request (permohonan tidak wajar).

IV. Permohonan
Berdasarkan seluruh diatas, Termohon 0004 memohon kepada Majelis
Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

2. Menyatakan PEMOHON melakukan permohonan informasi publik
tanpa itikad baik. ~

3. Memasukan nama PEMOHON dalam daftar hitam sesuai Kep it $a
Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP//2018 tentafig
Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa [nf?r ublik
Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikd

4. Termohon hanya dapat memberikan 1 (satu) informaﬁ
sampling dari keseluruhan informasi yang dimintak{

Demikian Kesimpulan TERMOHON ini disampaikan seba%':ql%e uk tanggung jawab
dan komitmen TERMOHON dalam melaksanakan ketent n-keterbukaan informasi
publik secara proporsional dan berdasarkan ht{\m. erdasarkan uraian yang
beralasan cukup membuktikan bahwa PEMOH At mengajukan informasi publik
dengan permohonan tidak wajar (vexatioll t‘r,_e t) dan agar Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta berkenan menolak pefmokbnan tersebut demi tertibnya tata
kelola informasi publik di lingkungan Eﬁeqlhu a1 Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan pertimbanga&l_b:@h\' omisioner kami ucapkan terima kasih.

,

onan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat

("1 huruf ¢ dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
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Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) juncfo Pasal 5 Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan
karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas

keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36
ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima,

memeriksa, dan memutus permohonan a quo; "\,
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan pemh@g
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Q.,_

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Bada@ dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; h"-.:"r

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Ser t&
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioh
memberikan pendapat sebagai berikut: _t\
AV
.i-l-.__:'"

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsil}@' arta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Inform %v si DKI Jakarta mempunyai 2 (dua)

Kewenangan Absolut R‘-.;
[4.4] Menimbang bahwa % an ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008
dinyatakan bahwa: ﬁ(}
“Komisi },,Infq_“@s adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008
Jjuncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:
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“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik

berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008
dinyatakan bahwa:
“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan

Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik.” -,

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:
Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat men

tidak tertulis.
Ayat (7)

a. Informasi yang mi berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

. Badan Publi A\~\}d ib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
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e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)
“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat

7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus perm%
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau dije
nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Pub@g sarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008;” 1‘-.,

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008: Q
Ayat (1) ,.,\

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informas&ub ik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sete,LEr emukannya alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”.1""\_“.}!|

Ayat (2) {l
“Atasan pejabat sebagam@é\d aksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keber - diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

jangka waktu pal% 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

secara termh;qk:}
N
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[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013
dinyatakan bahwa:
“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat
ditempuh apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh
atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan
kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis
Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi

adalah menyangkut dua hal, yakni:

¥
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Pen{tq{

Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi; \
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik ya@ ¥ antara

\

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonar@
sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4/ hingga p@t [4.9] terkait unsur
[4.9] huruf a, Majelis

Pemohon dengan Badan Publik. "','I:.,,

akta persidangan

kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada p*ﬁmp

oy

Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana u &k alam paragraf [2.2] sampai dengan

[2.6] sengketa a quo telah melalui tahapan p:q":.‘e ¥t yang benar menurut UU No. 14
Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 20 itu elalui tahapan permohonan informasi,

keberatan, dan permohonan penyele@ engketa Informasi Publik Komisi Informasi
=y

Provinsi DKI Jakarta.
%é.\a’

[4.11] Menimbang bah; 1'be

ah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan

asarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan
apakah sengketa qu
Publik, Maj l’fa\o igioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan

hukum &M
i

<\$;T Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

ing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

gan Relatif
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“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian
sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi
Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi
Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang
menjadi Termohon™

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun
\H'.
2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang;.l'.i'
kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provifisis
lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Previgsi gadilan
tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Mﬂlﬁ‘-._l' 1D tingkat
provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pem

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau.k

lainnya.”
.t\

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa a guo:.

Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jak?\;h imur yang merupakan lembaga

[4.15] Menimbang bahwa
dinyatakan bahwa:

“Setiap Infm{h{ss

an ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008

lik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengfi,n cép%&,, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

ang berasarkan pertimbangan paragraf [4./2] sampai dengan paragraf

wa Termohon adalah Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

sengketa a quo, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
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dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan

untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun
2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon
penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi
Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi

Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No, 1
Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian S ‘%h
Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan pe%qho an
berupa identitas pemohon yang sah, yaitu: Q
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lais yang dapat
membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesig
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Mg en}l m dan Hak Asasi
Manusia dan telah tercatat di Berita Negara._‘P{p 1k Indonesia dalam hal
Pemohon adalah Badan Hukum; atau ""M w
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tand\ *epduduk pemberi kuasa dalam hal

Pemohon mewakili kelompok o@
N

N

[4.19] Menimbang bahwa berda@m akta persidangan yang tidak dibantah oleh
Pemohon sehingga menjadi f&%
Indonesia, teregister dal ‘\@ MENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08
Tahun 2020, beralarp@ aman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi maka berdasarkan
uraian paragraf [A@»P ohon wajib menyertakan Salinan Anggaran dasar yang telah

um, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum

%’. ] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4./7] sampai dengan

paragraf [4.719] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta
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persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik telah menyertakan SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08
Tahun 2020 (Vide bukti P-4) dan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai
dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09
November 2015 (Vide bukti P-6) serta Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah
di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan fakta persidangan
bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9/

sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sengketa

informasi publik. < A
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan

Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo sesun elah diuraikan dan

menguraikan dan mempertimbangkan kedud;,& ukum Termohon sebagaimana

dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedu@ {
._-1

Komisioner berpendapat Te 11({ menuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)

sebagai Termohon dalam@l _
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[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi

Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

atau :
\H'.
b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan&RR»
dalam memberikan tanggapan tertulis.” _i.‘\i"';

Ty
[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon @T ohon
melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenaraxm&a?ﬁ a Pemohon

.

dan Termohon pada sidang hari Selasa, 13 Desember 2022; @
~
[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta per&hg\ Pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publi agdimana diuraikan pada bagian
“Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengarhk sraf [2.5] Majelis Komisioner
berkesimpulan bahwa jangka waktu permgQ Q
yang diajukan Pemohon telah memenuﬂggr&
1 Tahun 2013. I._‘:-ﬁ\
~
o

E. Pokok Permohonan "1:\'.'\:‘

nyelesaian Sengketa Informasi Publik
van UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No.

[4.27] Menimbang b@k@p Lok permohonan dalam perkara a guo sesungguhnya adalah
Sengketa Infor si:Puplik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang

- /Daftar Kuantitas dan harga;
. Gambar Rancangan Pekerjaan;
3. Rencana Anggaran Biaya;
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4. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi
mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,
alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan,
spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis
kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;

5. Surat Perintah Mulai Kerja;

6. Surat Pesanan E-purchasing;

7. Surat Perintah Membayar;

8. Surat Perintah Pencairan Dana;

9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan)
yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti
RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta 3imur
2022; a

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Q
Pasal 9 UU No. 14 tahun 2008 "*-."_l:'}
Ayat (1) \

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Pubi'&\‘%ﬁ ¥
Ayat 2) N)

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (%;ﬁgli i
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Puh.liE"-
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja‘Badan
¢. Informasi mengenai laporan keuangat;
d

. Informasi lain yang diatur dalam
._-1

N

Pasal 11 UU No. 14 tahun 2008 "-:"'1\'
-

perundang-undangan.

Ayat (1) N\
Badan Publik wajib menyediakan-{nformasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. : dsi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak
ang dikecualikan;
b anBadan Publik dan pertimbangannya;
c dkan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d erja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan

formasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum;
g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat; dan/atau
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h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagimana diatur dalam
Undang-Undang ini

Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun
2021)
Ayat (1)
Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Pasal 14 Perki No. 1 tahun 2021
Ayat (1)
“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik”; *Q"{"?

Ayat (2) huruf b, ¢, d, e dan f "L_
“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdir1 :
dfjalankan

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang ;.q""'
dalam lingkup Badan Publik .
c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Bada.nvali'k
d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; H\\,
V)

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atad Ké

A\
Pasal 15 Perki No. 1 tahun 2021 “'\.

Ayat (2) hurufa, b, ¢,d, e, fdan g
Ringkasan informasi tentang progr 2imana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b
paling sedikit terdiri dari:

b. Penanggungjawab; aRsand program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau
alamat yang dap i
Target dan/atadqd

{-€ berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
b erta capaiannya”
Ayat (4) huruf a, b dan ¢
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Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d
paling sedikit terdiri atas:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku;
Ayat (5)
Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
¢. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. ",

Ayat (6) Ny, .

“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebig%i&

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:
a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang

paragraf /4.29], terhadap pokok permohonan vraikan Majelis Komisioner pada
Bagian Pendapat Majelis Komisioner;, _15}

._-1

N

F. Pendapat Majelis Komisiou&;ﬁ\'
[4.30] Menimbang bahwa. d@
menjadi pokok permo ~ﬂq}rﬁ'ﬁ""“_alalh informasi sebagaimana telah disebutkan pada
paragraf [4.28], maka}'la

uraian selanjutt x‘\
>

[4.31 @ vang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara

kara a quo, sesungguhnya informasi publik yang

elts Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-

§

@

yelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti

uruh 1si berkas permohonan penyelesaian sengketa a guo, yang terdiri dari

rmohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan
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surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya

Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Keberatan Informasi

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik
berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tah.g,
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik}a i

hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Pe omisi Informasi

nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Inform351 u‘a?k

eberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon melalui surat

yang resmi;
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[4.37] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada
paragraf [4.27] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok
permohonan diuraikan dalam paragraf [4.29] Majelis Komisioner berpendapat akan
menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang

diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya dapat diperoleh Pemohon;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam
persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-
uraian Paragraf [4.30] sampai dengan Paragraf [4.37] Majelis Komisioner menilai dan
berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam

sengketa informasi a quo merupakan informasi yang terbuka; ",

Obyek Sengketa a quo merupakan informasi publik wajib disedi
diumumkan secara berkala; \T'Q,
[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Unda ?-.'_5&1

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayattﬂ"s -

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap &@Qﬂ meliputi:
a. Daftar seluruh Informasi Publik yang bera&i‘aﬁb 1 penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan; ‘MI_-'I
b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertind 3
Seluruh kebijakan yang ada berikut doka@e
d. Rencana kerja proyek termasuk di@
Badan Publik; ~
e. Perjanjian Badan Publik den a?l‘p}h ketiga;
f. Informasi dan kebijakan ya'.figl 1saimpaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum; =..; .
g. Prosedur kerja p@
masyarakat; d.
h. Laporan me¢ :

o

ya perkiraan pengeluaran tahunan

3adan Publik yang berkaitan dengan pelayanan

elayanan akses Informasi Publik sebagimana diatur dalam

donesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi
fq,p”_ elanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021) Ayat (1):

l‘“‘h‘ﬂ masi yang wajib dibuka terdiri atas:
“a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
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c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi
Publik ayat 1 Menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara
berkala Informasi Publik;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi
Publik ayat 2 huruf (i) Menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib

mengumumkan secara berkala Informasi Publik diantaranya Informasi tentang pengadaan

barang dan jasa; ;'"'?

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Ko@yﬂn

nformasi

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana U@P gadaan (RUP).
b. tahap pemilihan, meliputi: Kerangka Acuan Ketja ), Harga Perkiraan Sendiri

pelaksanaan dan data lokasi L}E;%%,Ij 1, Gambar Rancangan Pekerjaan, Dokumen
Studi Kelayakan dan D k?;m ingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai
Dampak Lingkung \\’ en Penawaran Administratif, Surat Penawaran

Penyedia, Sertifl@t

Kekayaan Inte:]bktu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Acara
.---‘

Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal

&
Pembgrian«%i' asan, Berita Acara Pengumuman Negosiasi, Berita Acara Sanggah

Banding, Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia,

of Understanding;
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c. tahap pelaksanaan, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta
Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan,
Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai
para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia,
nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,
lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan
perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat
Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-
purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan
PelaksanaanPekerjaan, Laporan PenyelesaianPekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta

persidangan maupun surat-surat Pemohon dau@
bahwa sebagaimana disebutkan pada irdian Paragraf [4.39] sampai dengan
Paragraf [4.44] Majelis Komisioner meﬂgi
publik yang dimohonkan Pemohd;iq akan informasi publik sebagaimana paragrap

[4.44]; $~r
Q""

Metode untuk me‘g@ i
{)

an yang diperoleh didalam

olon sehingga menjadi fakta hukum

berpendapat bahwa klasifikasi informasi

Tujuan Pemohon dalam melakukan Permohonan

Informasi Publi

[4.46] i

g
3,

blik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

“tidak dapat diuraiakan

ahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat

yelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan

sparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta
gai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol

sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam

Pemberantasan Korupsi;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh
didalam persidangan bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi a quo akan
digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan
pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke
Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21

dan proses persidangan sampai Incrach;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik sejalan dengan @
[4.47] yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon Vide P-4, y!%u. tuk

pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik el

permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing@n ermohonan

publik yang diajukannya; 1;\
$
4

b
: -
tanggal 19 Agustus 2025 Pemohon tetap tidak M{(& ‘
dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk depatnt

[4.49] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal s 2025 dan persidangan

askan metode, cara spesifik

isasikan tujuan dari permohonan

._-1

N

[4.50] Menimbang bahwa berdas@ 5
Pemohon sebagaimana urfaj@;— da paragraph /4.27] relatif banyak dan tidak
dijelaksan oleh Pemohor{& _ a metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu

untuk dalam melaks/ag@n
PANS

[4.51] Me@g\;

erpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik

informasi publik Pemohon; ‘\15}

ta persidangan, terhadap jumlah permohonan

ngawasan masyarakat atau kontrol sosial;

ahwa berdasarkan uraian paragraf /4.46] sampai dengan paragraf
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Relevansi Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik

[4.52] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014
Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung Rl yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20
Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan
bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang
berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas no inferest no
action dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam
pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi

Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.53] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menya] aikan

kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan ofe
maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemol
bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkre@lg Kan diderita

pemohon; \
>

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan .t a '‘p€mohon tidak memiliki
kepentingan hukum langsung terhadap informas.i_“;y_'ll-:a:':| dimohonkan, namun akan
menggunakan informasi tersebut untuk data ,a‘\ih& Zlam melaksanakan maksud dan
tujuan pemohon yaitu melaksanakan penga:iga‘.j asyarakat atau kontrol sosial terhadap
anggaran keuangan negara sesuai denga@}& imaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang

peran serta masyarakat dalam perr@pt an korupsi;

N
[4.55] Menimbang bahw he\l Iasafkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.52] sampai
dengan paragraf [4.;4,].,.” }€lis Komisioner berpendapat bahwa terkait infomasi yang
dimohonkan }1@6 aitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak

memberikarﬁﬁ‘h}f
o\

e

secara langsung;

4 1bang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf /4. 30/ sampai

"'x.dE'v aragraf [4.55], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara
% dan terbatas dengan memerintahkan Termohon hanya memberikan satu sampel

bukti dokumen Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa
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maupun Swakelola seperti RUP Penyedia Suku Pertamanan dan Hutan Kota
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 yaitu:

1. Daftar Kuantitas dan harga;

2. Gambar Rancangan Pekerjaan;

3. Rencana Anggaran Biaya;

4. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi
mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,
alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan,
spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis
kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;

5. Surat Perintah Mulai Kerja; A

6. Surat Pesanan E-purchasing; -

7. Surat Perintah Membayar;

8. Surat Perintah Pencairan Dana;

9. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over; *"\I

12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volum&:@u lah Barang (bantuan)
yang diterima. . Q._\_"r

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik denga.n..@ye a Jasa maupun Swakelola seperti
RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan da&ﬂh n‘Kota Administrasi Jakarta Timur 2022
sebagai bahan untuk melakukan maizud an tujuan Pemohon dalam melakukan
permohonan informasi publik; '-‘:"1
%
D
[4.57] Menimbang b@\b (

o
(PERKI) Noqur h:liﬁ,h 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai
biaya yang {imbuy

asarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi

tuk penyediaan dan pemberian Informasi Publik dalam bentuk

yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dibebankan kepada
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5. KESIMPULAN
[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa
dan memutus permohonan a quo;,
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan dalam sengketa a guo;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam
sengketa a quo;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki
No. 1 Tahun 2013; ;\"i:'v

6. AMAR PUTUSAN \I’Q
Memutuskan: h"-'.l:""
[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untﬂye‘b ian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberika. I_.I_l:@ si berupa satu salinan
contoh (Sampel) dokumen kontrak tahun 2023 t d

Daftar Kuantitas dan harga; H'_
Gambar Rancangan Pekerjaan; 15}
Rencana Anggaran Biaya; \’:}

Ringkasan Kontrak ya@lﬁ\se ang-kurangnya mencantumkan informasi
mengenai para plhak@"'g' rtandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,

i
.

-a -

alamat penyedia @r okok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan,
spesifikasi pgheu { lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis
kontrak; s@l asan perubahan kontrak;

. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

10. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
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11. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;
12. Daftar Penerima Barang (bantuan) dan Volume atau Jumlah Barang (bantuan)

yang diterima.

Pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti
RUP Penyedia Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur 2023
sepanjang tidak mengandung informasi yang dikecualikan dan dokumen dipersyaratkan

pada kontrak pengadaan;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud
dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (hard file) dan Membebankan biaya

salinan kepada Pemohon;
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Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Agus
Wijayanto Nugroho selaku Ketua merangkap Anggota, Ferid Nugroho dan Harry Ara
Hutabarat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dan
diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada
tanggal 12 Desember 2025.

Ketua Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis
m :
(Ferid Nugroho) (Harry Ara Hutabarat)
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Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti

br

(Melin Evalina Simatupang) {?"
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